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T E N T A N G 

 
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA  

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK TAHUN 2018-2023 KABUPATEN MERANGIN  

 

 
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK KABUPATEN MERANGIN 

 
Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam 

pelaksanaan  Program dan Kegiatan Lima Tahunan, maka 

dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Rancangan 
Akhir Renstra pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023;  

b. bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin; 

Mengingat : 1.  Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – 
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung (Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi 
,kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabuapten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 81, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Arepublik Indonesia 
Nomor 5494); 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, taporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lemabaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Ungkungan Hidup Strategis 
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Keputusan Menteri SOsial Republik Indonesia Nomor 
20/HUK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang 
Masalah Tuna Susila. 

21. Keputusan Menteri SOsial RI Nomor 50/HUK/2004 Tentang 
Standarisasi Panti Sosial. 

22. Peraturan Menteri SOsial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 
Tentang Pedoman Dasar Karang taruna. 

23. Peraturan Menteri SOsial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang SOsial di 
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota 

24. Peraturan Menteri SOsial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 
Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732). 

25. Peraturan Menteri SOsial RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Standar Rehabilitasi SOsial 



26. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 
RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 - 2021. 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangm 
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 
2014 Nomor 04); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi Serta Tata xerja Inspektorat dan Badan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 
Nomor 38); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 
tentang RPJMD Kabupaten Merangin 2019 - 2023. 

31. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tenatang Hasil Verifikas, dan 
Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan pembangunan Keuangan Daerah; 

32. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi 
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah. 

Memperhatikan Dokumen Pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas 
Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN 
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA PADA DINAS 
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 
2019-2023 

Menunjuk Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra 
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023, sebagaimana 
terlampir dalam lamplran keputusan ini; 

Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut 

a. Membantu penyusunan Renstra 
b. Membantu pembuatan, penyediaan Dokumen Renstra 



KETIGA 

KEEMPAT 

c. Membantu Menyiapkan Bahan dalam Penyusunan Rancangan 
Akhir Perubahan Renstra 

d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan 
e. Melaporkan perkembangan pelaksanan kegiatan I 

f. Menyiapkan dokumen 
Segala brava yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan �lanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran I 2020, pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anjk Kabupaten 
Merangin Tahun Anggaran 2020; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 
31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di�emudian hari 
terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki kembah sebagaimana 
mestinya. 

I : Bangko 
: r uni 2020 

AS sosJPPA 
ERANGIN 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko. 
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.Merangin di Bangko. 
3. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Merangin di Bangko. 
4. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko. 
5. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko. 
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 
7. Arsip. 



LAMPIRAN 

NOMOR 
TANGGAL 

TENT ANG 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN 
ANAK KABUPATEN MERANGIN 
't\ TAHUN 2020 
J4 JUNI 2020 

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA PADA OINAS 
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK KABUPATEN 
MERANGIN TAHUN 2018�2023 

NO NAMA NIP JABATAN 

' , ' • 
1 Ors.JUNAIDI, S.IP, ME 19650608 199001 1 002 KETUA 

2 Hj.ZAWANIS,S.Sos 19641014 198503 2 006 SEKRETARIS 

3 Drs.SAHRUL 19661111 199402 1 001 ANGGOTA 

4 MUHAMMAD YASMI,S.Pd.l 19660623 198801 1 002 ANGGOTA 

5 NURHASANAH,S.IP 19650610 198603 2 031 ANGGOTA 

6 GATOT TEGUH YUDIANTO,SE 19770917 200312 t 008 ANGGOTA 

7 MUSTABRI,SE 19850415 201001 1 015 ANGGOTA 

8 MAROALENA OKTAVIA,S.Pd 19711005 200501 2 005 ANGGOTA 

9 SARWATI 19640916 198603 2 016 ANGGOTA 

10 WAHYUOI,SKM NGGOTA 

KEPA1 i OINAS SOSPPPA I �· MERANGIN 

n�,uN xn .. c: YD ME 

PEMB.� TAMAMUDA 
NIP. 19650 B 1990011 002 



• 

BUPATI MERANGIN 
PROVINS! JAMBI 

PERATURAN BUPATI MERANGJN 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG I 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGJN NOMOR �4 TAHUN 
2019 TENTANG RENCANA STRATEGJS DJNAS SOSIAL PEMBEJRDAYAAN 

' PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN 
TAHUN 2018 - 2023 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ MERANGJN, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2921 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pdmbangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merf gin Tahun 
2018-2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis 
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023; I 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 359 I Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 l 71entang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pemban�nan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahb Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, db Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Peruball(m Rencana 
Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Pererpuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018- 
2023 dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peratliran Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin 
Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Str�tegis Badan 
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pfrlindungan 
Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023; I_ 1. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 



• 

• 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19�6 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi KabupaJen dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengl (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un ang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daera� Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tantung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J 965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1919 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg ra Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambah, Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851); 

4
. 

�;�:�;��t:'tab�;:�� S�ol;��.n Ka��9�te�e;�b:� 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten TanjfJng Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentan$ Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1�99 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2000 
Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republjk Indonesia 
Nomor 3969); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten ang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemlan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 21); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten g Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahurl 2005-2025 

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republ1 1 Indonesia 
Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indolesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan �edua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20�4 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



• 

• 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangarian Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6185); 

I 0. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1383 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2qo8 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Noma� 13 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2q16 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diu�ah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20 I 9 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187j Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2911 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negal-a Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Q19 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha? Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lrahun 2019 
Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 



• 

• 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

21. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Pembentukkan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi 
Rancangan Pera tu ran Daerah Ten tang Ren can a 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenkJatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pe]aksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 



• 

• 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2021, Nomor 1419); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 
2016 Nomor 10); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 
2021 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATl MERANGlN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATl MERANGlN NOMOR 34 1'AHUN 2019 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
TAHUN 2018 - 2023 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 
34 Tahun 2019 ten tang Rencana Strategis Dinas Sosial 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Merangin Tahun 2018-2023 (Serita Daera� Kabupaten 
Merangin Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN; 

BAB l1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKA� DAERAH; 

BAB III PERMASALAHAN DAN lSU-lSU STRATEGlS 
PERANGKAT DAERAH; 

BAB JV TUJUAN DAN SASARAN; 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBlJAKAN· ' 
BAB Vl RENCANA PROGRAM DAN KEGlATAN SERTA 

PENDANAAN; 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN· 
DAN I ' 

BAB Vlll PENUTUP. 



.. 

• 

• 

2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebag,timana tercantum 
dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal ll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Merangin. 

Ditetapkan di Bangko 
Pada Tanggal 17 - / - 2022 

BUP� RANGIN 

PATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR ./ . 



KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah swr sehingga 

penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Akhir Rencana Strategis 

(Ranhir Perubahan Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dapat terlaksana. 

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang 

seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkan nya ketentuan 

melalui Refocusing karena Covid-19,Kepmen 050-3078 Tahun 2020 dan 

Kepmen 050-5889 Tahun 2021 demi menjamin agar kegiatan pembangunan 

dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan 

bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang 

terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan 

pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, 

sasaran dan kinerja pembangunan daerah. 

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan 

yang bersifat indikatif. Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memuat tujuan, 

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas 

dan fungsi dengan berpedornan pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin 

Tahun 2019-2023. 

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 disusun guna menyediakan 

suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator 

Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan. 

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

- 
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2019-2023 dapat memberikan gambaran pelaksanaan progra1 dan kegiatan 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aryak Kabupaten 

Merangin selama masa lima tahun kedepan. 

Demikian Perubahan Akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2018-f023 ini dibuat 

untuk dapat dipergunakan sebagaiman mestinya. I 

Bangko,, I Maret 2022 

KEPALA DINAS SOSPPPA 
UPATEN MERANGIN 

YADINATA 
AMAMUDA 

993031 003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 latar Belakang 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

kabupaten merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkun9an Pemerintah 

Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan �alam bidang 

Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merargin Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkatl Daerah serta 

Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangl 1in Tahun 2016 

Nomor 38). 

Perubahan Rancangan Akhir Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perlooe 5 (lima) 

tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD 

dan bersifat indikatif. Proses penyusunan rancangan akhir rensla Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan 

Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;dan (4) penetapan Renstra. 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis 
(Renstraf 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, 

provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Rancangan akhir perubahan Renstra 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ahak Kabupaten 

Merangin dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, 

dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan akhir Renstra 

Perubahan Rancangan Akhir R;;,stra Dinas SDSPPPA Kab. Merangin 
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Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana Kabupaten 
Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, P mberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin se 

1uai 
dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2, 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bu ati Merangin 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susuna Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah 

(Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Norn r 38) dan 

memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Peran, kat Daerah 

Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, dan Hasil Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin erta Standar 

Pelayanan Minimal ( SPM) Bidang Sosial. 

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra inas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Me angin dapat 

digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
Bagan alur penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupateh Merangin 
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n....,.r.,l(j_ 

d.Y,non<11., 
5K'""""'"" 
�::= ��- � .Md ... ,..h I ......,.npn---._SKPO 

""' 
I 

P,:,,...,u,,m H«•�·,.,�,arK.op,,la 
suat<i:I..,., 'ii".:£:'"� l.!'J;;"��· k.t,ij,,i<,n 

t ,.,,..i..1- 
• ·-- - er- ,_ 

p"""''""" -� ��- '"'"-·"'�' �TMW ,-. • ., ... "' k 
<!1alogl< 1'<1oMl)O<_ ... ·-- �- - d"'"""°"'""' -� ,� �b· b,ecl,....., ... , 

t ·=?'Rf� - R,,n�,ng,,n I 
f'oi, ... ,...., - Rtnst •• ·SKPO -· • -,� . .................... 

...... w•- "'"'""""'" . .,..,t,.,,...,1...i.,,.,,..,.,� 
pelo.Jm"'' l,><lll<ot0<kll ..... •l>l,bu,,, .. � ...... ...., 

,Kl'ny""« -�D'.�:;!; �� ..• n, ......... ......., ,...,.,a.,.,..,,,.,,., '>lrO!o,.laon , 

• ""'""' • ,,.... ...... ,,.,'!I,...,,_, • .,.,�..,. 
l,oJll.a!O< kl,,..,,... '''"''!'"' ..,.. .. ,<1,o,1>"",1.,""'1 inOkbt I 

• """"'"'' '"""'"<Kr()(;"'" 
-e"CO<U Pod••:�r•• < " -·••M1'1�. 

, • ..,,..,rn.,,'" 
a..t,ooo 

I ••1<><"""1 

I -- -- 
I 

Rancangan awal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki kedudukan darl fungsi yang 

sangat strategis. Rancangan awal Renstra ini menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan PJrempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang disusun setiap tahun selama kurun 

waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pen�endalian dan 

evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, baik evaluasi Renstra ma�pun evaluasi 

Renja. 
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1,2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2755). 

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap 

Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan !lo 

Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To 

Employment (Konvensi !lo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan 

Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi !LO 

No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk 

Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik 
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I 
Pengadilan Hak Asasi 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3941); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ten tang 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kbtenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor [47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; 

Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda�araan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapurn Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4419; I 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem1 Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia INomor 4421); 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbanqan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lenibaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

15. Undang-Undang Nomor 13 

Karban (Lembaran Negara 

I 
tahun 2006 tentang Perlindungan 

Republik Indonesia Tahun 2od6 

Saksi dan 

Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635]; 
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Ne6ara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana 

Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4635); 

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 ); 

21. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol 

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 

Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4990); 

23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol 

Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54); 

24. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

26. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5080); 

27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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28. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53321; 

29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 ITahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z012 tentang 

Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5606); 

30. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang De,a (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2+, 

Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 

ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoma1 

Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); I 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Karban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

I tentang Lapor1n Keuangan 

Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4818); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

Perubahan Rancangan Akhir Renstra Dinas SOSPPPA Kab. Merangin 2018 - 2023 Page 8 



44. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N mar 6322); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Per bahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pera gkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

46. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana P mbangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran N ara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

47. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang G gus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Ora (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); 

48. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

49. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana P mbangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. 

50. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentan Pembinaan 

Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent ng Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiamana telah diu ah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenta g Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tent ng Pedoman 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemer ntah Daerah 

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No or 518); 

53. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tenta g Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daer h, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jang 

mbangunan 

Menengah 

Daerah, serta tata cara. perubahan Rencana Pembangunan Ja I gka Pan�a�g' 
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah an Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

54. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentan Pembuatan 

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 te tang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Ind nesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentamg Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan d n Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447); 

57. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/ 999 Tentang 

Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila. 

58. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 Tentang Standarisasi 

Panti Sosial. 

59. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/ 005 Tentang 

Pedoman Dasar Karang taruna. 

60. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 018 tentang 

Standar Pela ya nan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Pr , vinsi dan di 

Daerah Kabupaten/Kota 

61. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 019 Tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(Berita N ra Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 732). 

62. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 Ten ng Standar 

Rehabilitasi Sosial 

63. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Te tang RPJMD 

Propinsi Jambi Tahun 2016 - 2021. 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 20 4 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahu 2014-2034 

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor O ); 
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65. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemtiaran Daerah 

Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 12016 tentang 

Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Inspektorat dan Sadan Daerah (Lembaran Daerhh Kabupaten 
Merangin Tahun 2016 Nomor 38); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun �019 tentang 
RPJMD Kabupaten Merangin 2019 - 2023. 

68. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tenatang Hasil Verifikasl dan Validasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

pembangunan Keuangan Daerah; 

69. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan I nomenklatur 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud 

Maksud dart penyusunan Ranwal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin abalah : 

• Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Rehabilitasi 

Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jarhinan Sosial, 

Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak untuk mewujudkan visi dan rnisi baerah yang 

telah disepakati dalam target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah serta target sasaran Pembangunan Nasional. 
I 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan dari Rancangan Akhir renstra Dinas Sosial, P�mberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah : 
' . • Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daertih di Bidang 
............................................... -�--'"""" ,..,.,..- 
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Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindunqan dan Jaminan 

Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak I 

• Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam 

upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidarg Rehabilitasi 

Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Pertempuan dan 

Perlindungan Anak 
I 

• Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan ahak Kabupaten 

Merangin. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Rancanagan awal Rencana Strategis Dinas Sosial, 1Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahlun 2021-2023 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, 

peluang pengembangan pelayanan SKPD. 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis 1rnnas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin. 

Gambar�n Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaa1 Perempuan 

dan Perhndungan Anak 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur orgahisasi, sumber 

serta tantangan dan 
' 

I 
Bab IIIPermasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan SKPD, telaahan Renstra Kement�rian/lembaga, 

Bab II 

telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan 1encana Tata 

Perubahan Rancangan Akhir Renstra Dinas SOSPPPA Kab. Merangin 2018 -12023 Page 12 



Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan 
�idup 

Strategis 

(KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka mene�gah SKPD. 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakanl Pembangunan 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Merangin I 

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan KegiJtan, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungari Anak yang 
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Bab ini berisi tentang Gambaran kinerja perangkat daerah 

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. 

Mengacu 

Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan 

Renstra SKPD 

kaidah 
I 

pelaksanaan 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERD 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. ME 

YAAN 
NGIN 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlin ungan Anak 

Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan D erah Nomor 

18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat 

Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 38 tahun 016 Tentang 

Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daer h. Susunan 

organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat 

*. Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu : 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Kepegawaian 

3) Sub Bagian Program dan Keuangan 

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan 

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu : 

1) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jamina Sosial 

2) Seksi Penanganan Karban Bencana 

3) Seksi Penanggulangan Kemiskinan 

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial 

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu : 

1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Keseja teraan 

Sosial 

2) Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan 

Kesetiakwanan 

3) Seksi Pemberdayaan Komunitas Ada! Terpe cil 
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e. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu : 

1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) 

2) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial d n Ekonomi 

3) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik d n Hukum 

f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu : 

1) Seksi Perlindungan Anak 

2) Seksi Tumbuh Kembang Anak 

3) Seksi Pengembangan KLA 
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2.1.2 Uraian Tugas 

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin 

Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas 

pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 

tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan 

sosial, penanganan fakir miskin, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

perangkat daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas; 
c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan 

Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak; 

d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Soslal, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak; 

g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program 

Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak ; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

Bidang tugas dan fungsinya . 

... 
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Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai 

Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata 

kerja dinas daerah sebagai berikut : 

1. KEPALA DINAS 

Tugas 

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak dan tugas pembantuan. 

Fungsi 
a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas; 

c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan 

Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 

g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program 

Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan Bidang tugas dan fungsinya. 

2. SEKRETARIS 

- 
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Tugas 
Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan 

Pelaporan serta menyelenggarakan urusan adminstrasi umum, 

perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan. 

Fungsi I 

a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan 

pelaksanaan program kerja dinas; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Pjosedur (SOP) 
kerja Dinas; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban 

kerja dan standar kompetensi jabatan dinas; I 

d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantdran meliputi 

ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, 

kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah 

tangga dinas; I 

e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal 

maupun lintas dinas; 

f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta 

pengelolaan data dan informasi dinas; 

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas; 

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja 
dinas; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. I 

3. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL 
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
Tugas 
Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan 

Penangulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan 

Perubahan Renstra Dinas SOSPPPA Kab. Merangin 2018- 2023 Page 19 



kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, 

fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan 

kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan 

Fungsi 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, 

Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, anallsls beban 

kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 

Penyuluhan; 

e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan 

teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan 

serta penanganan korban bencana; 

f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan 

program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan 

Sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta penanganan korban 

bencana; 
g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi 

terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan diBidang Rehabilitasi, Perlindungan, 

Jaminan Sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta 

penanganan korban bencana; 
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h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan 
I penyuluhan soslal bagi 

Masalah I Penyandang l. 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK9); 

1. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan 

Penangulangan Kemiskinan serta penanganan kolban Bencana; 

J. Identifikasi, dekumentasi dan validasi data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitat, Perlindungan 

Sosial, jaminan sosial dan Penangulangan Kemiskinan serta 

penanganan korban Bencana. 

Kegiatan pelayanan rehabilitsi sosial bagi 

Bidan? Rehabilitasi, 

dan Penangulangan 

I 

jaminan social Perlindungan Sosial, 

Kemiskinan; dan 

Kesejahteraan Sosial; 

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada 

bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jami�an social dan 

Penangulangan Kemiskinan; 

n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di 

sesuai oleh I atasan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERi\AN SOSIAL 

Tugas 

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan 
I 

Kesejahteraan Sosial 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas rnelalu: Sekretaris 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan I teknis serta 

melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi 

sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat 

terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelesta?an nilai-nilai 

kejuangan. 
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I a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan 

Kesejahteraan Sosial; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, �nalisis beban 

kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan 

Usaha dan Kesejahteraan Sosial; 
I 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan I Usaha dan 

Kesejahteraan Sosial; 

e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan k�teria lembaga 

/organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas 

Adat Terpencil; I 

f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran I serta individu, 

lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil; 

g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan �umber potensi 

kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil; 

h. Koordinas,, evaluasi dan pelaporan di bidang I pemberdayaan 

sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang 

mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaqa dan/atau 

perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, 

serta Komunitas Adat Terpencil; I 

i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan 

dan kesetiakawanan; I 

j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada 

bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan 1osial; 
k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha 

dan Kesejahteraan Sosial; dan 

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

Fungsi 
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dengan tugas dan fungsinya. 

S. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Tugas 
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di 

Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin. 

Fungsi 
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban 

kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan; 
d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; 

e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan; 

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang Pemberdayaan Perempuan; 

g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan; 

h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada 

bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial. 

i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan 

Perempuan; dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

6. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK 
Tugas 

- 
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Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai 

tugas rnernbantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan 

kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. 

Fungsi 
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Anak; 

b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban 

kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Anak; 

d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar 

kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Anak; 
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Anak. 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan 

ketahanan remaja; 

g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga 

Lansia dan rentan; 
h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan 

keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 

i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang 

kesejahteraan dan ketahanan keluarga; 

k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; 

I. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada 

bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 
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m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Anak; dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 
Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin didukung oleh Sumber Daya Manusia yang 

memadai. Sebagai institusi yang menangani masalah sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibutuhkan 

bermacam aparatur dengan disiplin ilmu yang lebih berbeda - beda. 

Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

berjumlah sebanyak 58 personil, terdiri dari PNS sebanyak 31 Orang 

sementara Tenaga Honorer sebanyak 27 Orang. Gambaran keadaan 

pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2021 dapat dilihat pada 

tabel-tabel berikut ini. 

label 2.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 31 Orang 55,41 % 
2. Perempuan 27 Orang 45,59 % 

- Jumlah Keseluruhan 58 Orang 100 °/o 
Sumber: Subbag Bag,an Umum Dmas SOSPPPA Kab. Merangm Th.2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pegawai di 

Lingkungan Dinas 5osial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan 

Anak Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2021 berjumlah 

sebanyak 58 Orang yang terdiri dari laki - laki sebanyak 31 Orang 

dengan persentase sebanyak 55,41%, sedangkan Perempuan sebanyak ...................................�� � ......... 
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27 Orang dengan Persentase sebanyak 45,59% dari to�I keseluruhan 

sebanyak 58 Orang. 
Tabel 2.3 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 

No. Pendidikan Jumlah llersentase 
1. SD 1 1.75% 
2. SLTP - I 

3. SLTA 12 21,05 % 

4. DIPLOMA 2 ( D2) 1 I 1,75% 

4. DIPLOMA 3 ( D3) 1 1,75% 

5. STRATA 5ATU ( 5.1) 40 I 68,42% 

6. STRATA DUA ( 5.2) 3 I 
5,26% 

Jumlah Keseluruhan 58 100°/o 
Sumber: Sub Bag1an Kepegawaian Dinas SOSPPPA Kab. Merrng1n Th.2021 
Distribusi Pegawai per Bidang Menurut Tingkat Pendidikan 

Dinas Sasial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlin�ungan Anak 

Sumber: Sub Bag1an Kepegawa,an Dmas SOSPPPA Kab. Merangm Th.2021 

Kabu aten Meranain Tahun 2021 
Bidang SD I SLT SLTA Diploma Dip lo Sti'ata l Strata 2 Total 

p 2 ma3 
Kcoala Dinas 

I I 

Sekretanat I 5 I 12 19 

Brdane Rcliniamsos dan PK 2 I I 7 lO 

Bidane PUKS I 8 9 

Brdang Pcmberdavaan 2 I 7 I 10 

Pcremouan 
Bidang Perlindungan dan 2 I 7 9 

Pcmcnuhan Hak Azazr Anak 
Jumlah l 12 l I 41 2 58 

" 
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Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Pelatihan Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

I Meranain Tahun 2021 

No. Diklatf Pelatihan Jenis Diklat Jumlah 
Diklat Struktural 

I. Dilat Pim II l Oranc 
2. Diklat Pim I I I I 2 Orang 
3. D1klat Pun rv 6 Orane 

Drklat Strukturul I 70.58% 
Diklat Teknis I 

I Dilat Pcksos 
2. D1klat Kcuanuan I I Orang 
3 Dikla1 Sateasos PB 3 Orana 

- 
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I D1klat Tckms 23,52% 
Sudah Mcnaikun dik\at I 9-U0'o 
Bclum mcngikuti drklat I 5.9�o 

Sumber: Data DUK Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021 

.. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Konf 151 Pegawa, 

dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlijdungan Anak 

Kabupaten Merangin yang sudah mengikuti Diklat Pim II seba1yak 1 Orang, 

Diklat Pim III sebanyak 2 Orang, Diklat Pim N sebanyak 6 Oranr. 

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial,Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin 
Tthun 

2019 

Tabel 2.6 
J I h S d P B d k K d" . 

2023 merupakan Penyelenggaraan Urusan Wa11b Pelayanan Dasar B1dang 

sosial berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal ( SPM) yang 

ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. SP yang dibuat 

mengikuti SPM yang yang telah diterbitkan penetapan dari Kementerian 

uma arana an rasarana er asar an on 1: 1 
di Peranakat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir 

Kandisi Jumlah No Jenis Sarana dan Prasarana 
Baik Rusak 

I. Gedung kantor Baik I urut 

2. Gedung Pertemuan Baik I unit 

3. Gudang Logistik Baik 1 unit 

4. Rumah Aman Baik 1 Unit 

5. Alat Angkutan Darat Roda 4 Baik 6 unit 

6. Alat Angkutan Darat Roda 2 Baik 14 Unit 

Sumber: Data Aset Oinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021 

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pelayanan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh I inas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kurun w ktu 5 tahun 

kebelakang yakni 2014 - 2018, dan pada perubahan Renstra Iahun 2019- 
.. 

2.3 
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Sosial Soisal Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 

129/ HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) �idang Sosial 

Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota. 

Selain urusan wajib pelayanan dasar, Dinas Sosial, Pfmberdayaan 
Perempuan dan perlindungan Anak juga melaksanakan Urusan Wajib Non 

Pelayanan Dasar selama kurun waktu 2019 - 2023. STcara 
pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial : 

1. Kemiskinan 

Capaian Jumlah Data ,Pendudukan Kemiskinan Tahun f17·2021 
•• 

umum 

"" 
,., 
,., 

• 
•• 

-JUMLAH P£NOUOUK Ml'>KlN 
PCRSENTASE PENOUDUK 

MISKIN(%) 

,39 

2017 
35.480 

9,39 

2018 
33.945 

8,88 

2019 
32.880 

8,48 

,63 

2020b 
33.92r 

8,63 

... 
" ,11 
• 
•• 
•• 
•• 
• 
• 202J 

35.440 

9,1 t 

I 
Dapat di lihat tabel diatas perkembangan dan penurunan Ang�a kemiskinan 

dari tahun 2017 9,39 % atau setara 35.480 Orang kemudian turun pada 
I 

tahun 2018 yang berada pada angaka 8,88 % atau setara B3.945 Orang 

kemudian pada tahun 2019 turun 0,4 % atau setara 1.065 Orang, 

Kemudian terjadi peningktan yang signifikan pada tahun 12021 sebesar 

1.495 atau setara 0,63 %. 

2. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, ILanjut Usia 
Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang 
keberfungsian sosialnya I 

Data menunjukkan bahwa sampai dengan posisi 31 Desember 2021 jumlah 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang dimaksud sebagai 
�M: I 
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Data Layanan bagi PMKS tahun 2019-2021 
NO. JENIS PMKS SAT 2018 201, 2020 2021 

1. Lamut Usia Terlantar Orang 2.2% 3.282 2.921 2.921 
2. Penyandang Disabrlitas Orang 598 841 937 937 

Terlantar 
3. Anak Terlantar Orang 121 291 318 318 
4. Ge!andang dan Pengemis Orana 2 2 0 0 

JUMLAH Orang 3.017 4.411 4.176 4.176 
Sumber Data; 81dang RBS Tahun 2021 

Sementara itu layanan terhadap PMKS sebagaimana dim ksud diatas 

merupakan Urusan wajlb untuk dliaksanakan oleh Pemenntah Daerah, 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Te tang Standar 

Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Repub ik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi d n Kabupaten 
Kota. 

Melalui Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabiltasi osial dasar 

Anak Terlantar, Lanjut U�ia Terlantar 
ti . I rt k · t I R h bllt . . d' I p rt G I d 

Penyandang Disabilitas Terlantar, 

se a e an angan engem,s I uar pan I sosia se a eg,a« n e a I ast 

Sosial Penyandang Masalag Kesejahteraan Sosial (PMKS) I innya bukan 

korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial I inas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupa en Merangin 

sudah manargetkan dimana pada Tahun 2021 jumlah PMKS te rsebut diatas 

harus mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar s banyak 132 
orang dan sudah teralisasi sebanyak 63 Orang atau tereali asi sebesar 

47,72°/o, Dengan keterangan tampak pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Data Realisasi Penerima Lalanan 

NO. Jenis PMKS Penerima Target 2021 Realisasi 2021 Persentase 
Lava nan 

1. tamut Usia Terlantar 100 Drano 42 Orang 42% 
2. Penyandang Drsabutas 10 Orang 18 Orang 180 % 

Terlantar 
3. Anak Terlantar 20 Orang 3 Orang 15% 
4. Gelandana dan Penaemis 2 Drano O Orang 0% 

Jumlah 132 Orang 63 Orang 47,72% 

- 
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3. Karban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan 

bertahan hidupnya 
No Jenis PMKS I 

Penerima Target 
Jumlah Realisasi Persentase (%) Lay a nan Pertahun SAT 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

a. Penyediaan 500 500 500 37 39 43 7,4 7,8 8,6 Orang 
Maka nan 

b. Penyediaan 500 500 500 37 39 43 7,4 7,8 8,6 Orang ' Sandang ' 

c Penyediaan Tempat 500 500 500 1 1 1 100 100 100 Unit 
Pengungsian 

4. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial posisi 31 Desember 2021 

adalah sebagai berikut 

Tabel 3.9 Data PSKS Kabupaten Meranqin 2019-2021 

Sumber Data : Bidang PUKS Dinsospppa Kab. Herangm 

Selanjutnya, Pada Tahun 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan dimana Persentase 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan 

NO. JENIS PSKS SAT 2018 2019 2020 2021 

1. Pekerja Sosial Profesional ( PSP ) Orang 87 87 87 87 
f-- 2. Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) Orang 10 10 11 11 

3. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial Orang 1 - - - 
(WPKS) 

4. Penyuluh Sosial Orang 1 1 1 1 
5. Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) Ora no 50 52 52 52 
6. Karang Taruna Desa /Kelurahan KT 215 215 215 215 

- 

7. Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis WKSBM - - 4 4 
masyarakat ( WKSBM ) 

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) LKS 52 52 52 52 
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 1 1 1 1 

10. Keluarga Pioner Orang - - 1 1 
11. Dunia Usaha yang melakukan UKS Lembaga - - 4 4 
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang 24 24 24 24 

(TKSK) 
I 
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Kesejahteraan Sosial yakni sebanyak 75% atau setara dengan 9 PSKS dari 12 

PSKS yang ada. Sementara itu capaian kinerja yang diperoleh f mpai dengan 

tahun 2021 yakni sebanyak 9 PSKS dibagi dengan 12 PSKS dikali seratus maka 

mendapat nilai capaian kinerja sebesar 75%. 

Tabel 3.1 Data PMKS Kabupaten Merangin 2019-2020 

NO. ]ENIS PMKS SAT 2018 I 2019 2020 

!. Anak Balita Terlantar oranc 2 14 14 
2. Anak Terlantar Orana 121 318 318 
3. Anak vana berhadaoan denaan Hukum Anak 0 7 7 
4. Anak Jalanan Anak 0 7 6 
5. Anak denaan Kedisabilitasan ( ADK ) Anak 51 6 165 
6. Anak Yang Menjadi Kor ban Tmdak Kekerasan atau Anak 0 10 10 

dtoenakukan salah 
7. Anak vana memerlukan oernnemoan khusus Anak 1 0 0 
8. Laniut Usia Terlantar Orann 2.296 2.921 2.921 
9. Penvandana Disabilitas Orana 584 937 937 

10. Tuna susua orano 11 20 20 
11. Gelandannan oranc 0 0 0 
12. Penaemis Orana 2 2 2 
13. Pemuluna Orano 0 13 13 
14. Kelomnnk Minontas Ora no 0 25 25 
15. Bekas Waraa Binaan Lembaaa Pemasvarakatan (BWLP) Orano 6 25 25 
16. Oranq denaan HIV/AIDS Orann 14 0 0 
17. Korban Penvalahaunaan NAFZA Orana 41 I 66 66 
18. Korban Traffickina Orana 0 0 0 
19. Korban Tindak Kekerasan Orann 0 5 5 
20. Pekeria Mmran Bermasalaa Sosial (PMBS) Orana 0 0 0 
21. Korban Bencana Alam KK 116 37 39 
22. Korban Bencana Sosiaf KK 29 - 29 29 
23. Peremouan Rawan Sosial Ekonomi Orana 311 264 264 
24. Fakir Miskin KK 24.682 24.603 24.039 
25. Keluaraa Bermasa\ah Sosial Psikologis KK 8 41 41 
26. Komunitas Adat 'reroencn KK 350 357 357 

TOTAL PMKS 28.621 29.865 29.303 
. 

Capaian Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan 
Target Realisasi 

No Uraian Kegiatan 
2019 2020 2021 2019 12020 2021 

1. Persentase Kasus 
Kekerasan Perempuan 78% 80% 100% 100% 100% 100% 
dan Anak yang tertangani 
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2. Perangkat Daerah yang I 33,33 
100% 64,81 % 37,03% 22,22 % 29,62 

melaksanakan PPRG I % I 

Dari tahun 2019-2021 dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak kabupaten merangin telah berhasil menyelesaikan semua 

kasus yang terjadi pada perempuan dan Anak Melalui Tim P2TP2A yakni 

memberikan rekomendasi Visum, pembinaan terhadap korban melalui 

psikososial, rekomendasi kesehatan berupa pengobatan, rekomendasi 

pendamping dan penegakan hukum. 

Kemudian Perangkat daerah yang telah melaksanakan PPRG sampai pada 

Tahun 2021 sebanyak 16 OPD dari 54 OPD yang ada di kabupaten merangin. 

Capaian Perlindungan Anak : 
Target Realisasi 

No Uraian Kegiatan 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Kabupaten/Kota Layak Prata ma Madya Nindya Persiapan Pratama Prata ma 
Anak 

Pada Tahun 2021, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan Tingkat 

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Merangin berada pada 

katagori Madya, dan hasilnya Merangin memperoleh Prediket PRATAMA 

pada Tahun 2021. 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Kabupaten 

Merangin. 

2.4.1 Tantangan 

Adapun tantangan pengembangan pelayanan �inas Sosial, 

Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai 

berikut : I 

a. Faktor Internal 

o Masih Rendahnya Kualitas SDM Penunjang Pelayanan 

o Masih kurangnya Tenaga Konselor 

o Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayana� 

o Belum optimalnya TKSK, PSM, TAGANA 

b. Faktor Eksternal 

o Anggaran dalarn Peningkatan Kegiatan Sosial yang Sa�gat Kurang 

o Tuntunan Penerapan SPM Bidang Sosial 
I 

o Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial 

o Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahtreaan Sosiall 

o Anggaran dalam Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Perernpuan 

dan perlindungan anak yang Sangat Kurang I 

o Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai 

pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan 

tahapan pernbangunan rnasih kurang. I 

o Belurn optirnalnya pemahan dan penerapan PPRG (Pefencanaan dan 

penganggaran repronsif gender) diperangkat daerah 
I 

dalarn 

penyusunan perncanaan dan penganggaran 

o Belum optimalnya Pengerustarnaan Gender ( PUG) 

o Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan bidang perlrdungan 
sangat kurang 

o Belum optimalnya Pernenuhan Kabupaten Kota Layak anak 

o Munculnya Berbagai Tindakan Kekerasan akibat �enyalahgunaan 
Srnartphone dan media sosial - ...... """"'""""'""""'""""""""""""'""""'"""'!""""'""""'�- 
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o Tingginya Korban Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan 

2.4.2 Peluang 

Adapun Peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Faktor Internal 

o Tersedianya Rumah Aman dan Mobil Perlindungan 

o Tersedianya TKSK, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Propesional, 

TAGANA, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

b. Faktor Eksternal 

o Kebijakan Penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan 

Program Prioritas Nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi 

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

o Kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) telah tertuang dalam RPJMD 

o Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap 

kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan 

perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak 

o Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk 

mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

o Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota 

Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas 

pemenuhan hak anak 
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3.1 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungJ; Pelayanan 

Oinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupalen 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 

1) Permasalahan terkait kesekretariatan: 
•:• Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi. 

2). Permasalahan dibidang Sosial 

a. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan 

kemiskinan, antara lain : 

•:• Banyaknya Fakir Miskin sementara Bantuan Kelornpok Usaha 

Bersama (KUBE) terbatas I 

•:• Masih rendahnya jangkauan Program Keluarga Harapan untuk 

masyarakat miskin 

Merangin 

•:• Belum Akuratnya Data Fakir Miskin. 

•:• Masih Tingginya angka Karban bencana baik 

maupun bencana sosial 

•!• Masih tingginya Anak Terlantar Luar Panti 

•!• Masih tingginya Lansia Terlantar Luar Panti 
I 

•:• Masih Tingginya Penyandang Disabilitas Fakir Miskin 

Alam 
I Bencana 

.;. Masih rendahnya layanan berbagai Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan 
lain: 

SOsial, ant.ara 
I 

l> Masih rendahnya pemberdayaan lembaga sosial dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial 

l> Belum optimalnya Pemberdayaan Suku Anak Dala1 

l> Belum Akuratnya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
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(PMKS). 

}.- Masih rendahnya minat masyarakat untuk mendi�ikan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejarteraan Sosial 

Keluarga (LK3) 

>- Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadil Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) 
I 

>- Masih rendahnya Kapasitas SDM Tenaga Kerja Sosial kecamatan 

(TKSK) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat lainnya. 
' 

Sosial dalam 

dan Pererpuan 

>- Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan 
I menyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 

Permasalahan Bidang Pemberdayaan 3). 
Pelrindungan Anak 
a. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

•:• Masih rendahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) yang aktif I 

•:• Belum adanya Perda tentang pemberdayaan �erempuan dan 

Perlindungan Anak 

•:• Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender /iPG). 

•:• Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam iepeslatif. 

•:• Masih rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, 

propesional, administrasi dan teknisi. I 

•:• Masih Rendahnya sumbangan pendapatan pejempuan dalam 

pendapatan kerja 

•:• Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan 
•!• Masih minimnya sarana dan prasarana lembaga layanan 

perempuan dan anak. I 

b. Bidang Perlindungan Hak azazi anak, antara lfin : 
•:• Masih kurangnya lembaga yang ramah anak 

.;. Belum tersedianya data tenpilah 

•!• Masih rendahnya pembentukan Forum Anak daerah 
•:• Belum tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak I 

•:• Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anakl 
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b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Terpilih 
Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil 

Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum ldan masalah 

pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi 

RPJMD 2018-2023 Kabupaten Merangin adalah: 

I 
Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah " Melanjutkan 1embangunan 

Merangin Emas menuju Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian 

dan Pariwisata ". 

Maju : Mengartikan bahwa suatu kondisi masyarakat da� Pemerintah 

Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreati,J inovatif dan 

berdaya saing berdasarkan kernampuan, keterampilan, keunggulan 

dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan sumber dan 

ketersediaan sumber daya manusia 

pencapaian hasil kinerja yang lebih 

yang berorientasi pada 

baik serta I terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan 

perkembangan zaman. 

: Mengartikan bahwa tercipta dan terpeliharany� keamanan 

masyarakat dalam Kabupaten Merangin, baik dari ganggungan 

manusia maupun dari gangguan alam. Tingkat kriminalitas dan 

gangguan keamanan menurun, meningkatnya I penegakan 
supremasi hukum, meningkatnya adaptasi =r= resiko 

terjadinya bencana alam serta terwujudnya ketentraman dalam 

kehidupan masyarakat. 

Nyaman : Mengartikan bahwa Sikap dan kondisi masyaratt Kabupaten 

Merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, 

sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek social budaya, 

ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah diukur dari 

kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakf t, terciptanya 

Aman 
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hubungan yang kondusif antara Pemerintah dengan pelaku usaha 

dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjala�kan berbagai 

aktifitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, 

terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya ternpat tinggal 
' yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan 

kesempatan kerja. 

Tertib : Mengartikan bahwa Terciptanya kondisi 

kehidupan masyarakat tali undang 

keteraturan 

tambang I 

dalam tata 

teliti yang 

mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat. 

Amanah : Mengartikan bahwa Terciptanya kondisi keteraturrn dalam tata 

kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang 

mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat. I 

Profesional : Mengartikan bahwa Suatu kondisi yang rnenqqarnbarkan 

penyelenggaraan pemerinatahan yang efektif, bersih, transparan 

dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa I meningkatkan 

kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab. 
' 

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi qaerah adalah: 

1. Mengembangkan Sumber Daya Bidang Pertanian, Perikanan, Parawisata 

dan Ekonomi Kreatif. I 

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar 

Berbasis tata Ruang, Kearipan Lokal dan Berwawasan Lingkungan. 

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya 
Saihg. 

4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, bersi� dan Melayani 

menuju world class government. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukJng pencapaian 

misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin yakni terdfpat pada misi 

ke III yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, 

Sementara itu tujuan yang terkait dengan Dinas Sosial, I Pemberdayaan 

Perubahan Ranhir Renstra Oinas SOSPPPA Kab. Merangin 2018 - 2023 I 
Page 40 



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Mewujudkan 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Tabel.3.1 
I 

Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin beserta faktor 
Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya 

Visi RPJMD : Melanjutkan pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap, Unggul 
Bidang Pertanian dan Pariwisata 
Misi Ke Ill : Menqemban akan Sumber Dava Manusia ana berdava saina 
No Tujuan Sa saran Sebaaai Faktor 

Penahambat Pendorona 

I. Menurunkan Jumlah Mernngkatnya Pemenuhan • Masih tingginya • Adanya 
PMKS Kebutuhan dasar dan angka penduduk korrutmen 

Rehabmtas Penyandaog miskin, s/d I Poss, kepa!a daerah 
Masalah Kesejahteraan Sosral 31 Desembef 2018 untuk 
( PMKS ) sebanyak 24.682 menurunkan 

KK angka 
• Masih tingginya kemiskinan di 

jumlah Kabupaten 
Penyandang Merangin 
Masalah • Kebijakan 
Kesejattteraan Penurunan 
SosJal (PMKS), s/d PMKS sudah 
Posrsr 31 odember citetapkan 
2018 sebanyak dalm dokumen 
28.625 PMKS RPJMD, RKPD, 

Mas.ih rendahnya RenstrA dan • 
Pemberdayaan Renja Dinas 

Potensi Sumtfr SOSPPPA Kab. 
Merangin Kesejahteraen • Permasalahan SOS,al (PSKS), Sosial hingga 31 
merupakan Desember 2018 

baru sebanyak 6 urusan wajib 

PSKS pelayanan 
dasar 

• Adanya 
Peraturan 
Pemerintah 
No. 2 Tahun 
2018 tentang 
tentang 
Standar 
Pe!ayanan 
Minimal (SPM) 

• Adanya 
Peraturan 
Menteri Sosial 
RI Nomor 9 
Th. 2018 
tentang 
Standar 
Teknis 
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pelayanan 
dasar pada 
SPM Brdanq 
Sosial di 
daerah 
Provtnsi dan 
Oaerah 
Kabpaten/Kot 
a 

• Kebljakan 
pemberdayaan 
PSKS sudah 
tertuang 
dalam RPJMD, 
RKPD, Renstra 
Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
perempuan 
dan 
perlindungan 
Anak Kab. 
Nerarqm 

2 Meningl<adcan Meningkatnya Per1indungan • Pelaksanaan . KebrJakan 
Pe ran Perempuan dan Anak Perencanaan dan peningkatan 
Perempuan, penganggaran Indeks 
Anak serta resoorrsf gender Pemberdaya 
Perlindungan belum optimal. an Gender 
terhadap • Terbatasnya (!PG) dan 
Perempuan dan anggaran program Penurunan 
Anak untuk mendukung kekerasan 

PUG dan terhadap 
Perencanaan dan perempuan 
penganggaran dan anak 
responsif gender sud ah 

• Terbatasnya tertuang 
persornl yang dalam 
melayani RPJMD, 
penanganan kasus RKPD, 
kekerasan Renstra dan 
terhadap renja pmas 
perempuan dan SOSPPPA 
anak Kab. 

• Belum optimaJnya Merangin 
kelembagaan • 
perlindungan • Adanya 
perempuan dan komitmen 
anak kepala 

• Bel um optimalnya daerah untuk 
SDM, penyediaan meningkatka 
serpras yang n 
meodukung kota Pemberdaya 
layak anak an 

Perempuan 
• Adanya 

keriasama 
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yang bark 
I antara 

I 
pemerintah 
uaeran �an 

I lnstansr 

I dalam 
penanganan 

I kekerasan 
I perempuan 

dan anak 
I • Adanya 
I komitmen 

I 
kepala 
daerah untuk 

I mengemban 

I 
gkan Kota 
Layak Anak 

I 

I 
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Tabel. 3.1 
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk Provinsi Jambi beserta faktor Penghambat dan pendorong 

keberhasilan penanganannya 

No Tujuan Sasaran I Sebaqai Faktor 
I Penuhambat Pendorona 

1. Menlngkatkan 
Perlindungan, 
kualitas hidup dan 
keberdayaan 
perempuan dalam 
berbagai bidang 
pembangunan. 

;... Ter1ayani kasus-kasus 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 

• Masih tinggi nya 
Kasus Kekerasan 
Tertladap 
Perempuan dan 
Anak 

Banyaknya 
Potensi 
Kelembagaan yang 
Memilikl 
Kepedulian 
Terhadap Kasus 
kasus Perempuan 
dan Anak yang 
dapat dloptimalkan 
perannya dalam 
penangan kasus 
terk.ait perempuan 
�'M', "2{f'RN,. 

2 Meningkatkan ;... 
kesejahteraan anak, 
pemenuhan, 
penghormatan dan 
perlindungan anak 

Meningkatnya 
kelembagaan PUG. 

peran • Masih 
rendahnya 
Kelembagaan 
Pengarusutama 
an Gender 
(PUG) yang 
Aktif 

• Adanya 
Kebijakan 
Kesetaraan 
Gender dan 
Keadllan 
Gender telah 
tertuang 
kedalam 
RPJMO. 

Tabel 3.2 
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berdasarkan Sasaran 
Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasllan Penanganannya 

No Sasaran Strategis Permasalahan PeJayanan Faktor Penghambat Faktor Pendorong Olnas SOsial PP - PA 
I Meningkatnya a. Belum optima1nya • Pelaksanaan Perencanaan . Manya komltmen kepala 

Pertlndungan Perempuan kelembagaan PUG daa penganggaran daerah untuk menlngkatkan 
dan Anak b. Belum tersedianya responsif """""' belum Pemberdayaan Perempuan 

astern data terpilah optimal. . Adanya kerjasama yang 
c. Belum semua Perangkat • Terbatasnya anggaran baik an tar a pemerintah 

Dae rah melaksanakan program untuk oeerah daa lnstansi dalam 
PPRG '"""""""" PUG dan """'""'""' k.ekerasan 

d. Rendahnya sumbangan Perencanaan clan perempuan dan anak 
pendapatan perempuan penganggaran ,esponsif 
dalam keluarga geode, 

e. Mas1h kurangnya • Terbatasnya person\\ yang 
oertstcesr cereno '"n ITlPlitvani ceraocanan 
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No Sasaran Strategis Permasalahan Pelayanan Faktor Penghambat I Faktor Pendorong 
Dinas Sosial PP - PA 

dalam legeslattf kasus kekerasan terhadap 
I f. nngmya kasus perempuan dan anak 

kekerasan Perampuan • Bel um optimalnya 
g. Ditemukannya TPPO kelembagaan perhndungan 

I h. Bel um semua kocban perempuan dan anak 
kekerasan yang 
mendapat penanganan 

I 
optimal 

;, Belum optimalnya 
lembaga pelayanan 
oeremouan 

a. Masih ditemukannya Rendahnya kapasitas �danya program 
perempuan sebagai perempuan dalam pernngkatan peningkatan kualitas 
petugas ororesonel pendapayan lkeluarga 

a. Masih tingginya Belum ojXimalmya lembaga Adanya kenasama dengan 
perempuan korban per1indungan lansra, dan I instansi lain dalam 
bencana lembaga disabilitas perempuan penanganan lansia dan 

b. belum optrrnalnya penyandang disabihtas 
pemberdayaan pada lansia 

I (potensial) perempuan 
c. belum opttmalnya 

pemberdayaan pada I disabilitas oeremouen 
a. Bel um Belom optimalnya SDM, Adanya komitmen kepala 

optimalnyapelaksanan penyediaan sarpras yang I daerah untuk 
kab/kota layak anak mendukung kota tayak anak mengembangkan Kota L.ayak 

b. Masih kurangnya peran Aoak 

forum anak 
c. Be/um opnmalnva 

pemenuhan hak anak di 
Kab/Kota 

a. lingginya kortJao Bel um optimalnya Adanya tasntas pemngkatan 
kekerasan pada anak kerjasamalembaga profesi dan jejaring kelembagaan. 

b. Belum optimalnya layanan dunia usaha, media, ciao 
oog; anak ko,ban organisasi agama dan 
kekerasan kemasyarakatan dalam 

c. Tingginya pekerja anak pemberdayaan perempuan 
d. Belumoptfmalnya lembaga dan perlindungan anak 

penvena anak yang 
memerlukan perlindungan 
khusus 

e. Be/um optimalnya 
Program PATBM 
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3.3.2 Telaah Renstra Kementrian Sosial Republik Indonesia 

DINSOSPPPA 

Kementerian Sosial Dinas Sosdukcapil Jambi KABUPATEN/ 

KOTA 

Terpenuhinya hak dasar Menurunkan angka kemiskinan metaha Menurunkan 
dan inkluslvrtas bagi Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir Jumlah PMKS 
penduduk mi skin dan mrskin. 
rentan, penyandang 
msabmtas dan kelompok 
marainal lainnva 
Meningkatnya kualltas Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan 
manajemen dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas 
pengelolaan Adat Iainnva. 
penyelenggaraan Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, 
kesejahteraan sosial rehabilitasi, bantuan perlindungan dan janunan 

sosral bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan 
ekonoml produktif, rehabilitasl, bantuan sosial, 
perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam 
dan luar oanrt. 
Mernngkatkan usaha kesejahteraan soslal 
melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga 
Keseiahteraan Sosial Kemesvarakatan Ialnnva. 

Tujuan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendukung upaya 
pencapaian Visi dan Misi Kementerian Sosial adalah sebagai berikut· 

Tabel.3.2 
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra 

Kementerlan Sosial Republik Indonesia beserta faktor Penghambat dan 
pendorong keberhasilan penanganannya 

No Tujuan Sasaran Sebanai Faktor 
Pennhambat Pendorona 

A. Urusan Sosial 
1. Terpenuhinya hak ·:· Berkontnbusi menurunkan • Terbatasnya • Adanya 

dasar dan jumlah fakir miskin, ke!ompok anggaran untuk komitmen kepala 
inklusivitas bagi rentan dan PMKS lalnnya Pelaksanaan daerah untuk 
penduduk miskin sebesar 1 % pada tahun program menurunkan 
dan rentan, 2019. penanganan angka 
penyandang PMKS kemiskinan di 
disabilitas dan • Sarana dan Kabupaten 
kelompok marginal Prasaran Merangin 
lainnya Pemerintah yang • Adanya 

belum ada Komitmen 
seperti Panti, Pemerintah 
Rumah Singgah dalam 
serta sarana penanganan 
lainnya PMKS 

• Permasalahan 
Sosial 
merupakan 
urusan waub 
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I I 
pelayanan dasar I 

2 Meningkatnya r Meningkatnya kapasitas SOM Rendahnya peran • Adanya Tenaga 

kualitas dan lembaga kesejahteraan masyarakat untuk Kesejahteraan 

manajemen dan sosial dalam berpartrsipasr Sosiat untuk 

pengelolaan penye!enggaraan dalam menyelenggarKe 

penyelertg9araan "'-.eseJahteraan sosial. pel'Y)'elerrggraaan 5"'5 

kesejahteraan kesejahteraan 
sosial sostal. 

Tabel. 3.3 
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra 

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Jambi beserta 
faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya 

Sebagai Faktor Sasaran Tujuan 
'1 Penghambat Pendoronn 

1. Menurunkan angka > Terwujudnya pengentasan • Belum akuratnya • Adanya Regulasi 
kemiskinan melalui kemiskinan bagi keluarga 

Data Fakir dan Kebijakan 
Pemberdayaan Miskin di Penurunan 
sosial dan fakir mi skin di Provinsi Ka bu paten Anglea 
penanganan fakir Jam bi. 

Merangin Kemtskinan 
mtskin. sudah Termuat 

dalam RPJMD 
Kabupaten 
Merangin 

2 Meningkatkan > TerwuJudnya pemberdayaan • Masih Minimnya • Adanya 
per1indungan dan KAT yang procusnt dalam A.lokaSI 'Ke'oijakan 
pemberdayaan memenuhi kebutuhan Anggaran Untuk Pemeberdayaan 
Komunitas Adat dasarnya. Pemberdayaan KAT sud ah 
Terpendl (KAT) KAT di Termuat dalam 
dan Komunitas Kabupaten Renstra Dinas 
Adat lamnya Merangin SOSPPPA 

3 Meningkatkan > Terwujudnya pelayanan sosial • Sarana dan • Adan ya 
pembinaan, bagi penyandang masalah Prasarana Komitmen 
pemberdayaan, kesejahteraan sosial (PMKS) Pemerintah Kepala Daerah 
rehabilitasi, yang be\um ada Untuk 
bantuan seperti Pann, Menurunkan 
perlindungan dan Rumah singgah PMKS di 
jamman sosial bagi I serta Sarana Ka bu paten 
PMKS melalui Sosial Lainnya Merangin 
usaha 
pemberdayaan 
ekonomi produktif, 
rehabilitasi, 
bantuan sosial 

I No I 
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perhndungan dan 

I 
jamman sosial, 
baik dalam dan 
1uar pann. 

I 

I 
4 Mernng'K.atkan >- T erwujucnva peran serta • Mas1'n • lem'oaga 

usaha organisasi sosial/lembaga Rendahnya Kesejahteraan 
kesejahteraan sosiat dan organisasi sosial Minat 

I 

Sosial Yang ada 
sosiat melalui kemasyarakatan lainnya Masyarakat Sebanyak 52 LKS 
Pemberdayaan dalam usaha Untuk 
Orsos, dan penyelenggaraan Mendtrikan 
Lembaga kesejahteraan social. LKS 

I 
Kesejahteraan 
Sosial 
Kemasyarakatan 
lainnva. 

I 
No Tujuan Sa saran Sebaaai Faktor 

I Penohambat Pendorono 

1. Meningkatkan ' Terfayani kasus-kasus • Masih tinggi n'(a Banyaknya 
Perllndungan, kekerasan ter'nadap Kasus Kekerasan Potensi 
kualitas hidup dan perempuan dan anak. Terhadap Kelembagaan yang 
keberdayaan Perempuan dan Nermhkl 
perempuan dalam Anak I Kepedullan 
berbagai bidang Terhadap Kasus- 
pembangunan. kasus Perempuan 

I 
dan Anak yang 
dapat dioptimalkan 
perannya dalam 
penangan kasus 

I 
terkait perempuan 
dan anak 

2 Mernngkatkan ,. Meningkatnya peran • Masih • Adan ya 
kesejahteraan anak, kelembagaan PUG. rendahnya I Kebijakan 
pemenuhan, Kelembagaan Kesetaraan 
peoghormatan dan Pengarusutama Gender dan 
perlmdungan anak an Gender Keadflan 

(PUG) yang I Gender telah 
Aktif tertuang 

keda\am 

I 
RPJMD. 

- I 

Tabel. 3.4 
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Artale Kabupaten l'lerangin Ben:1as.,r1ran 5asaran1 Rerrstra 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk Provinsi Jambi beserta faktor Penghambat dan pendorong 

keberhasilan penanganannya 
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1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingku'1gan hidup 

strategis 
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Merangin tidak 

diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat inl, 

rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program Pemanfaatan 
ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi [Oinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. 

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak melaksanakan kegiatan 

pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh t�rhadap pola 

dan fungsi ruang". 

Selanjutnya dalam Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindLngan Anak 

Kabupaten Merangin tidak berimplikasi terhadap lingkungan. 

1.4 Penentuan tsu-lsu Strategis 
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang haru� diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi 

Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan tsu-tsu strategis 
pejavanan 

Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan 

menggunakan metode FGD. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai 

berikut : 

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

2. Belum optimalnya Pemberdayaan potensi sumber 
keseja�teraan 

(PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Kessos). 
sosial 

3. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Gender 

Pemberdayaan Gender (IDG) 

4. Belum Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak. 

(!PG) dan Indeks 

I 

t. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 

a. Tujuan 
Adapun Tujuan Jangka menengah yang akan dic:apai oleh Dinas sos,al 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 

2018-2023 adalah sebaga, berikut : 

1. 

0 Sellelali Perubi n 
Pemenuhan Menurunkan Jumlah PMKS. 

Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan 

SOsial (PMKS) 

2. Meningkatkan Peran Perempuan, Meningkatkan Peran Perempuan, 

Anak serta Perlindungan terhadap Anak serta Perlindungan terhadap 

Perempuan dan Anak Perempuan dan Anak 

b. Sasaran 
Adapun sasaran yang ingin dic:apai oleh Dinas Sostal, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 

adalah sebagai berikut : 

NO lleDelum Perubahan Setelah Perubahan 
• 

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial I Meningkatnya 
penyandang masalah kesejahteraan sosial Pemenuhan Kebutuhan 

dasar dan Rehabilitasi 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosel ( 
PMKS ). 

2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan I Meningkatnya 
Perlindungan Perempuan dan Anak Perlindungan Perempuan 

dan Anak. 

I 
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Sec.ara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinrrja sasaran 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini. 
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BABV 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial, melalui : 
a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat 

miskin. 
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosia: 

c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Karban 

Bencana. 
d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta 

e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT. 

2. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial 

kemasyrakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga 

sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melalui : 

a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial 

b. Meningkatkan propesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

(TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan. 

c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

d. Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan Lembaga 

Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial. 

e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya 

3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan 
mengkordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui : 
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a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yanf melayani 

perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan 

pengaduan, rehabtbtasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pen,!gakan dan 

bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sostal dan 

pengasuhan altematif 

b. Melakukan sosialisasi perlindungan 

pencatatan dan pelaporan KDRT 

c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan 

dan perempuan 

I 
kualitas hidup anak 

I 

tenaga kerja peremruan serta 

d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan 

kesehatan dan pendidikan yang ramah anak 

e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaf n 

f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan 
I 

berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak 

g. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak. 

h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanlfaatan data 

terpilah gender 

i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim 

Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan 

pendampingan pelaksanaan PPRG I 

j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan I 
k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk 

Pelatihan, Pendidikan Politik Perempuan dan Penyiapan kader Pohtik 

Perempuan. I 

5.2 Arah dan Kebijakan I 

Adapun arah dan kebijakan pelayanan Bidang Sosial, Pfmberdayaan 

I 
1. Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehiduJan, dengan 

kebijakan : I 

I 

Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai benkut : 

Perubahan Ranhir Renstra Oinas SOSPPPA Kab. Merangin 2018- 2023 Page 61 



·:• Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan perlindungan 

dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin berupa KUBE, 

RASTRA/BPNT, PKH serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial 

lainnya 

•:• Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. 

·:· Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, 

Penyandang disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar serta 

gelandangan dan pengemis 

·:• Melakukan persiapan stock, percepatan pemberian bantuan ke 

korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban 

bencana alam dan bencana sosial. 

·:· Melakukan Updating data PMKS setiap tahun. 

•:• Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur 

unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong 

motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam masyarakat 

2. Peningkatan Kapasitas SOM dan Lembaga Kesejahteraan 
Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan 

kebijakan : 

·:· Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

·:· Meningkatkan propesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK), Peke�a Sosial Masyarakat (PSM) dan 

Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3 ). 

•:• Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

·:· Membangun kerja sama dan mendorong Organisasi Sosial 

(Karang Taruna) dalam membangun kesejahteraan sosial 

•:• Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan Nasional 

3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap 
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dan kapasitas Sumber oJya Manusia .;. Peningkatan kualitas 

perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Pjrdagangan 
Orang ( TPPO ), dengan kebijakan : 

·:· Peningkatan kaulitas pelayanan dalam penanganan kasus 

perempuan dan anak 

tenaga layanan kasus korban Kekerasan dalam rum�h tangga 

·:· Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 

c- Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadapl perempuan 

dan anak 

.;. Memperbanyak kegiatan sostansasi terhadap 

Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan. 

I 
perlindungan 

I 

·:· Penyiapan dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait 

dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan bnak 

·:· Penguatan kelembagaan, koordinasi jaringan 

pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakJn, program, 

kegiatan pembangunan di segala bidang tennasu� penyediaan 

data dan statistic gender serta peningkatan partisipasi 

ma�rakat I 

•:· Peningkatan kualitas lembaga layanan pendidikan dan kesehatan 

yang ramah anak I 

•:• Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara 

optimal, cerdas, cena, berpartisipasi aktif sesuat usianya. 
c- Pembinaan organisasi perempuan, pemberdayJan ekonomi 

perempuan dengan memberikan ketarampilan iierusaha bagi 

kaum perempuan 
•:• Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha 

Keterkaitan antara strateql dan kebijakan dengan Tuj"an, Sasaran 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini. 
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Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 
Tahun 2019-2023. 

TUJUAN SAS ARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
e-- Sebelum "- Sebeh.nn Setelah I Setelah 

Perubahan Perubahan Perubahan I Perubahan 

VIS!: Melanjutkan pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian�dan 
Pariwisata 

MISI RPJMD KE 11: MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING 

Moningkatkan Menurunkan Menmgkatnya Menmgkatnya Pemberdayaan Peningkatan hak dasar oan 
Pemenuhan Jumlah keseJahleraan Pemenuhan so�ial bagi 1klus1v1ta� Penyandang Masalah 
Kebutuhan PMKS social Kebutuhan dasar penyandang Kesejahteraan Sosial pada setiap 
Dasar dan penyandang can Rehabnnasr Masalah aspek keh1dupan 

Rehabil�as1 masalah Penyandang Kese ahteraan scerar 
Penyandang keseJahteraan Masalah Mernngkatkan peran Peningkatan Kapasnes SDM dan 

Masalah scsral Kesejahteraart Lembaga Sosial, Lem bag a KeseJahteraan Sosral 
Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Organisas1 Sos1al dalam Penyelenggaraan 
sos,al (PMKS) kemasyarakatan Kesejahteraan Sosrar 

lamnya gun a 
mendorong 
pemberdayaan 
lembaga ecsrar 
sebaga1 Potensi 
Sumber 
Kese1ahteraan Sosial 

Menmgkatkan Menmgkatka Mernngkatnya Mernngkatnya 
Peran n Peran Kapasrt.as Perlindungan Menyusun, Penmgkatan pencegahan 

Perempuan. Perempuan, Kelembagaan Pcrcmpuan dan mereview, tenadjnya kekerasan terhadap 
Anak serta Anak serta Perhndungan Anak mengharmon�as1kan perempuan dan anak termasuk 

Perlindungan Pertmdunqa Perempuan dan dan Tmdak Prdana Perdagangan 
terhadap n terhadap Anak mengkord1nas1kan Orang ( TPPO) 

Perempuan dan Perempuan berbaga1 Regulas1 
Aoak ''" den Kebuakan 

AnakMernng perlindungan 
katkan perempuan dan anak 
Peran can berbagai tindak 
Perempuan. kekerasan 
Anak serta 
Perlindunga 
n tertiadap 
Perempuan 
dan Anak 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM OAN KEGIATAN SERTA PENDANivlN 

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, ldan terus 
menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk 1mencapai 
tujuan tertentu ( Waterston). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses 

perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis ya'ng harus 

dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, 

efektif dan tepat sasaran, serta mempert,mbangkan dari segi kebutuhanl, manfaat 

dan keuntungan yang bisa peroleh dali wujud pembangunan tersebut, yang pada 
I 

akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara 

menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan Perembuan dan 

Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Pere1puan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Mis, 

Merangin Mantap 2018-2023 melalui kebijakan strategis yang �iperlukan 

sebagai proses awal terwujudnya pencapaian 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai 

yang telah ditetapkan. 

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab lterdahulu, 
menjadi tantangan sekallgus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusu� kerangka 

perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya 
I 

meminamalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, 

konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi 

permasalahan yang tenadi, relevansi 
implementasinya, strategi penaganannya dan 

telah dan akan dijalankan ke depan. 

hubungan perencanaan dengan 
evaluasi pelaksanaan proliram yang 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IKabupaten 
Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajid pelayanan 
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dasar bidang sosiat dan dua (2) urusan wajib non pelayanan das1r bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan 

tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagf bentuk 

dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi. 

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan �ang akan 

dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan 

dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tuJuan dan 

sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang 

dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Pere1puan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin selama periode 

Renstra 2019-2023, adalah sebagai berikut : 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kinerja yang ingin dicapai adalah 

Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan. 

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 
Program Rehabilitasi SOsial, kinerja yang ingin dicapai adalah 

I 
Pemenuhan 

Layanana Kebutuhan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak ITerlantar, 
Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis untuk berkembang 

keberpungsian sosialnya. 

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 

Program Penanganan Bencana, kinerja yang ingin dicapai adalah Pemenenuhan 

Kebutuhan bagi Karban Bencana dan Kelompok Rentan untuk fneningkat 

kemampuan bertahan hidupnya. 

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 
Program Perlindungan dan Jaminan SOsial, kinerja yang ingin dicapai adalah 

Pemenuhan kebutuhan bagi Keluarga Miskin dan Rentan untuk fneningkat 

kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar. 

S. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 

Program Pemberdayaan sosiat, kinerja yang 
I 

ingin dicapai adalah 

terselenggaranya pengelolaan Sumbangan untuk kesejahtera�n sosial, 
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terlaksananya pemberdayaan PSKS sehingga berperan Aktiv dalam 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta meningkatnya kualitas hidup bagi 

warga KAT. 
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan kinerja yang ingin dicapai adalah 

Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan. 

7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Program Perlindungan Perempuan kinerja yang ingin dtcapai adalah 

Terlaksananya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 

8. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, kinerja yang 

ingin oicapa: adalah Terlaksananya Penganggaran Anggaran yang Resphonsip 

Gender bagi Perangkat Daerah. 
9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 

Program Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, kinerja yang ingin 

dicapai adalah Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak. 

10. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 

Program Pemenuhan Hak Anak ( PHA ), kinerja yang ingin dicapai adalah 

Terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak. 

Tabel Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif, sebagaimana 
terlampir pada tabel 6.1. 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KABUPATEN MERANGIN 

 
Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakadalah ketersediaan 

indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja 

pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai 

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja 

program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci 

dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai 

ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam 

perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta 

program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen 

perencanaan.  

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anakdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator 

kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja 

indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja 

perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh 

seluruh aparatur perangkat daerah. 

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara 

rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini. 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 KabupatenMerangin 
 

No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

padaawal 
periode 
RPJMD 

(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 
Kinerja 

padaakhir 
periode 
RPJMD 

(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Bidang Sosial 

1. 

Persentase 

Penduduk 

Miskin yang 

menerima 

Program 

Pemberdayaan 

Sosial melalui 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(KUBE) atau 

kelompok 

sosial ekonomi 

sejenisnya 

5,0% 5,27 - - - - 5,27% 

2. 

 

Persentase 

Komunitas 

Adat Terpencil 

(KAT) yang 

menerima 

Program 

Pemberdayaan 

 

37,50% 43,75% - - - - 43,75% 

3. 

Persentase 

PMKS yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasar 

10,47% 19,99 42,27    42,27% 

4. 

Persentase 

PSKS yang 

diberdayakan 

untuk 

menyelenggara

kan 

Kesejahteraan 

Sosial    

50% 58,33% 66,67%    66,67% 

5. 

Taman Makam 

Pahlawan yang 

dikelola  

 

1 Lokasi 1 Lokasi - - - - 1 Lokasi 

6. 

Persentase 

Keluarga 

Miskin dan 

Rentan yang 

meningkat 

kemandirianny

a dalam 

mengakses 

layanan 

kebutuhan 

dasar 

6,08 %   6,08 % 6,28 % 6,48 % 6,48% 

7. 
Persentase 

Penyandang 
35,87 %   35,87 % 39,75% 43,68 % 43,68 % 
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No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

padaawal 
periode 
RPJMD 
(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 
Kinerja 

padaakhir 
periode 
RPJMD 
(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Disabilitas 

Terlantar, 

Anak 

Terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar Serta 

Gelandangan 

dan Pengemis 

yang 

berkembang 

keberpungsian 

sosialnya 

8. 

Persentase 

Korban 

Bencana dan 

Kelompok 

Rentan yang 

meningkat 

kemampuan 

bertahan 

hidupnya 

20 %   20 % 20 % 20 % 100 % 

9. 

Persentase 

Sumber Dana 

Bantuan 

Sosial 

masyarakat 

yang dikelola 

untuk  

penyelenggara

an 

kesejahteraan 

sosial 

20 %   20% 60% 80% 80% 

Persentase 

PSKS yang 

berperan aktif 

dalam 

penyelenggara

an 

kesejahteraan 

sosial 

70 %   70 % 83,33% 91,67% 91,67% 

Persentase 

Warga KAT 

yang 

Meningkat 

Kualitas 

hidupnya 

70 %   70 % 83,33% 91,67% 91,67% 

10

. 

Taman Makam 

Pahlawan yang 

dikelola 

1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 

B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. 

 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak  
Persiapan  Pratama  - - - - Pratama  

2. 

 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

melaksanakan 

PPRG  

25,93% 33,33% - - - - 33,33% 

3. 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 54,21% 54,31% - - - - 54,31% 
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No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

padaawal 
periode 
RPJMD 
(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 
Kinerja 

padaakhir 
periode 
RPJMD 
(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 

Persentase 

Kasus 

Kekerasan 

Perempuan dan 

Anak yang 

tertangani  

76% 78% 80%    80% 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG)  54,21% 54,31% 54,41%    54,41% 

5. 

Jumlah 

Dokumen Data 

Terpilah Gender 

dan Anak yang 

di sediakan 

1 Dok   1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 

6. 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak 
Madya   Madya Nindya Utama Utama 

7. 

Persentase 

Kasus 

Kekerasan 

Perempuan dan 

Anak yang 

Tertangani 

100%   100% 100% 100% 100% 

8. 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Melaksanakan 

PPRG 

64,81%   64,81 % 74,07 % 100 % 100% 

 

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan 
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :  
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Tabel 7.2 
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-

2023 
 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

padaawal 

periode 

RPJMD 

(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 

Kinerja 

padaakhir 

periode 

RPJMD 

(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SEBELUM PERUBAHAN 

1. 

 
Persentase PMKS yang 
mendapatkan pemenuhan 
kebutuhan dasar  

41,93% 42,10 42,27 42,45 42,62 42,79 42,79 

2. 

 
Persentase Penurunan 
Kekerasan  terhadap 
perempuan dan anak 

5,0% 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 

SETELAH PERUBAHAN 

1. 

 
Persentase PMKS yang 
mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar  

41,93% 42,10 42,27 42,45 42,62 42,79 42,79 

2. 

 
Persentase Penurunan 
Kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 

5,0% 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 

3. 
Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 87,68% 87,81% 87,98% 88,25% 88,37% 88,59% 88,59% 
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BAB VIII 
PENUTUP 

8.1 Pedoman Transisi 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 

adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan 

serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka 

Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman 

pada RPJPD Kabupaten Merangin  Tahun 2005 - 2025. 

8.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-

target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum 

Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin 

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang 

merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima 

tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program 

dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib 

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.  



4. Dalam rangka m ningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target 

target Renstra Din s Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, maka per u dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan, pelaksa aan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara 

berkala. 
5. Apabila terjadl per bahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan 

atau daerah, ma a dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Pe empuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah 

dan ketentuan per ndang-undangan yang berlaku. 

Bangko, ·; I Maret 2022 

LA NAS SOSPPPA 
T N MERANGIN 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KABUPATEN MERANGIN 

 
Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakadalah ketersediaan 

indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja 

pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai 

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja 

program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci 

dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai 

ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam 

perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta 

program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen 

perencanaan.  

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anakdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator 

kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja 

indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja 

perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh 

seluruh aparatur perangkat daerah. 

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara 

rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini. 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 KabupatenMerangin 
 

No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

padaawal 
periode 
RPJMD 

(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 
Kinerja 

padaakhir 
periode 
RPJMD 

(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Bidang Sosial 

1. 

Persentase 

Penduduk 

Miskin yang 

menerima 

Program 

Pemberdayaan 

Sosial melalui 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(KUBE) atau 

kelompok 

sosial ekonomi 

sejenisnya 

5,0% 5,27 - - - - 5,27% 

2. 

 

Persentase 

Komunitas 

Adat Terpencil 

(KAT) yang 

menerima 

Program 

Pemberdayaan 

 

37,50% 43,75% - - - - 43,75% 

3. 

Persentase 

PMKS yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasar 

10,47% 19,99 42,27    42,27% 

4. 

Persentase 

PSKS yang 

diberdayakan 

untuk 

menyelenggara

kan 

Kesejahteraan 

Sosial    

50% 58,33% 66,67%    66,67% 

5. 

Taman Makam 

Pahlawan yang 

dikelola  

 

1 Lokasi 1 Lokasi - - - - 1 Lokasi 

6. 

Persentase 

Keluarga 

Miskin dan 

Rentan yang 

meningkat 

kemandirianny

a dalam 

mengakses 

layanan 

kebutuhan 

dasar 

6,08 %   6,08 % 6,28 % 6,48 % 6,48% 

7. 
Persentase 

Penyandang 
35,87 %   35,87 % 39,75% 43,68 % 43,68 % 
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No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

padaawal 
periode 
RPJMD 
(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 
Kinerja 

padaakhir 
periode 
RPJMD 
(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Disabilitas 

Terlantar, 

Anak 

Terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar Serta 

Gelandangan 

dan Pengemis 

yang 

berkembang 

keberpungsian 

sosialnya 

8. 

Persentase 

Korban 

Bencana dan 

Kelompok 

Rentan yang 

meningkat 

kemampuan 

bertahan 

hidupnya 

20 %   20 % 20 % 20 % 100 % 

9. 

Persentase 

Sumber Dana 

Bantuan 

Sosial 

masyarakat 

yang dikelola 

untuk  

penyelenggara

an 

kesejahteraan 

sosial 

20 %   20% 60% 80% 80% 

Persentase 

PSKS yang 

berperan aktif 

dalam 

penyelenggara

an 

kesejahteraan 

sosial 

70 %   70 % 83,33% 91,67% 91,67% 

Persentase 

Warga KAT 

yang 

Meningkat 

Kualitas 

hidupnya 

70 %   70 % 83,33% 91,67% 91,67% 

10

. 

Taman Makam 

Pahlawan yang 

dikelola 

1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 

B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1. 

 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak  
Persiapan  Pratama  - - - - Pratama  

2. 

 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

melaksanakan 

PPRG  

25,93% 33,33% - - - - 33,33% 

3. 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 54,21% 54,31% - - - - 54,31% 
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No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

padaawal 
periode 
RPJMD 
(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 
Kinerja 

padaakhir 
periode 
RPJMD 
(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 

Persentase 

Kasus 

Kekerasan 

Perempuan dan 

Anak yang 

tertangani  

76% 78% 80%    80% 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG)  54,21% 54,31% 54,41%    54,41% 

5. 

Jumlah 

Dokumen Data 

Terpilah Gender 

dan Anak yang 

di sediakan 

1 Dok   1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 

6. 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak 
Madya   Madya Nindya Utama Utama 

7. 

Persentase 

Kasus 

Kekerasan 

Perempuan dan 

Anak yang 

Tertangani 

100%   100% 100% 100% 100% 

8. 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Melaksanakan 

PPRG 

64,81%   64,81 % 74,07 % 100 % 100% 

 

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  dan 
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :  
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Tabel 7.2 
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-

2023 
 

No Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

padaawal 

periode 

RPJMD 

(2018) 

Target CapaianSetiapTahun 
Kondisi 

Kinerja 

padaakhir 

periode 

RPJMD 

(2023) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SEBELUM PERUBAHAN 

1. 

 
Persentase PMKS yang 
mendapatkan pemenuhan 
kebutuhan dasar  

41,93% 42,10 42,27 42,45 42,62 42,79 42,79 

2. 

 
Persentase Penurunan 
Kekerasan  terhadap 
perempuan dan anak 

5,0% 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 

SETELAH PERUBAHAN 

1. 

 
Persentase PMKS yang 
mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar  

41,93% 42,10 42,27 42,45 42,62 42,79 42,79 

2. 

 
Persentase Penurunan 
Kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 

5,0% 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 

3. 
Indeks Pembangunan 
Gender (IPG)      88,59% 88,59% 
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BAB VIII 
PENUTUP 

8.1 Pedoman Transisi 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 

adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan 

serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka 

Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman 

pada RPJPD Kabupaten Merangin  Tahun 2005 - 2025. 

8.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Merangin Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-

target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum 

Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin 

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang 

merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima 

tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program 

dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib 

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.  
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